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SATUAN KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI UKM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR DAN TANGGAL SFK
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | Nomor 04/FPK/SPK/ Keamanan Griya/1/ 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tang l._,ai
diterbitkannya SPMK dan penyelesalan keseluruhan peLt‘r;nn
sebagalmmm diatur dalam SFK ini.

PT. PRIMA KARYA MANDIRI SECURITY ;
MEMERINTAHRAN KLrala: Jl. Madukismo Padokan Lor Kasihan, Bantul, Yogyakarta
'SUMBER DANA: dibebankan atas APBD KOTA YOGYAKARTA Tahun Anggaran 2024 untuk mata |

anggaran kegiatan PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR.
Kode Rekening :2.17.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0051

NILAI PEKERJAAN

: L Kuantitas/ angka Harga satuan umlah Biaya
No. Uraian Pekerjaan Vskiinie ‘!u’v'a%:tu %Ep.} i J Rp.) J
A
1| Gaji _ 3 org 12 bl | 2.492.997.,00 89.747.892,00 |
2 | Tunjangan Hari Raya 3 org 1 th | 2.492.997,00 7.478.991,00 ,
3 | Turan BPJS Kesehatan 4 % 3 org 12 bl 99.719,88 3.589.915,68 |
4 | Turan BPJS Ketenagakerjaan 5.600.268.46
- JKK  Kelompok 1] 3 org 1Z Hl 5.983,19 215.394,94 |
(resiko sangat rendah |
0,24 %) |
B - Jaminan Kematian | 3  org 12 bl | 7.478,99 269.243,68 |
(0,3% dari gaji) )
- JHT (3,7 % dari gaji) 3 org 12 bl 92.240,89 3.320.672,00 |
- Jaminan Pensiun (2 % | 3 org 12 bl 49.859,94 1.794.957,84 :
dari zaji)
5 | Seragam & 3.525.000,00
- Seragam FDH 3 stel 1 th 550.000,00 | 1.650.000,00
- Sepatu PDH 3 buah | 1 tj1 450.000,00 1.350.000,00 |
| - Kaos Security Lengan 3 pasang 1 th | 175.000,00 \:EF.'.GOG._.DG |
6 | Peralatan 2._09?.30!3,{"&'
- Rompi 3  org 1 th 147.100,00 441.300,00 |
- Jas Hujan 3 org 1 th| 175.000,00 525.000,00 |
- Lampu Senter 3 org 1 th 95.000,00 285.000, CHJ
| - Payung Besar 3 org 1 th 125.000,00 375.000,00 |
- Sepatu Boot 3 org 1 th 157.000,00 471.000,00 |
| JUMLAH A | | 1 1;.033357,1'@




II H l’ - | ! | | 1
1J_ 7 | Manajemn Fee 10 % II 1] T 11.203.936.77 1
] | | | 1
| JUMLAH B | | | I 11.203,935,?1:|
Jumlah A + B | 123.243.303 85

FLIEIII% > 13.556.763,42 |
{) _buLl:HT TAL 136.800.067,28 |

ibulatkan (Rp) 136.800.000,00 |

TERBILANG : Seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah '

| Cara Pembayaran '

Pembayaran dilakukan dengan sistem Termin dengan rincian sebagai berikut - |
[.  Termin Pertama dibayarkan sebesar Rp. 34.200.000,00 (Tiga puluh empat juta dua ratus
ribu rupiah) setelah PENYEDIA menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan bulan

Januari, Februari dan Maret 2024, yang dinyatakan dengan Berita Acara
Pemeriksaan/Penyerahan Hasil Pekerjaan ‘

II. Termin Kedua dibayarkan sebesar Rp. 34.200.000,00 (Tiga puluh empat juta dua ratus ribu
rupiah) setelah PENYEDIA menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan bulan April, Mei, |

dan Juni 2024, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penyerahan Hasil
Pekerjaan

lIL. Termin Ketiga dibayarkan sebesar Rp. 34.200.000,00 (Tiga puluh empat juta dua ratus ribu
rupiah) setelah PENYEDIA menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan bulan Juli,
Agustus dan September 2024, yang dinyatakan dengan Berita Acara
Pemeriksaan/Penyerahan Hasil Pekerjaan

IV. Termin Keempat dibayarkan Rp. 34.200.000,00 (Tiga puluh empat juta dua ratus ribu
rupiah)) setelah PENYEDIA menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan bulan Oktober.
November dan Desember 2024, vyang dinyatakan  dengan Berita Acara
Pemeriksaan/Penyerahan Hasil Pekerjaan dan untuk Pekerjaan Bulan Desember 2024
dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan Progres sebesar 1 (satu) bulan pekerjaan
(Desember 2024) yaitu sebesar Rp.11.400.000,- (Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),
yang dikeluarkan oleh Bank BPD DIY Yogyakarta,

Harga termasuk pajak dan jasa perusahaan. Dibayarkan atas nama NURLIA WIJAYANTI S.Far Apt.
(PT. PRIMA KARYA MANDIRI SECURITY) JI. Madukismo Padokan Lor Kasihan, Bantul, Yogyakarta
No Rekening: Bank BFD DIY Capem Kotagede No. Rekening : 056.221.002040 atas nama PT.
PRIMA KARYA MANDIRI SECURITY

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: . o -
Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang dlpermtahllcan dalam SPK ini
dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian P'en}redlm rmtka_ F‘.:"}":f“‘qj |
berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK
untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil FT. FRIMA KARYA MANDIRI SECURITY
Menengah

Pengguna Anggaran (PA) /
Pejabat Pembuat Komitmen

[}.DI‘S.TRI KARYADI ' Dira. SARYANTI, M.S1
NIP: 19670119 199203 1 005 Direktur




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

L]

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu

JSF;ES ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

HARGA SPK

a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biayva overhead serta
biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harea

HAK KEFEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan
sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada FPK. Jika diminta oleh PPK
maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan
tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan vang disediakan oleh FPK tetap pada
PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir
atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan
dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian
keausan akibat pemakaian yang wajar.

FERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SFK. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SFK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan 'tertentu. Pengalihan
seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebaga
akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal
yang ditetapkan dalam SPMK,

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SFMK.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada
PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
adendum SPK.

ASURANSI o _
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPK sampai dengan
tanggal selesainya pemeliharaan untuk: e
1) semua Jasa Lainnya dan peralatan yang mempunya risiko tinggi térjadinya kecelakaan,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas s::galla risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pe meriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap FPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan
dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: _
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;




10.

11,

12.

13.

14,

Z) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil,

3) izlt}ilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak
L
b. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan
yang dll&l::sanakan oleh penyedia.Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada
pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk hmnctapkan volume
pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, FPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan,

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan
pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program
mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang
ditetapkan dalam SP.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau
Perisiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penvedia maka penvedia
dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka FFK
dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugl tidak dikenakan jika
Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Fara Fihak untuk diperpanjang. |

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesalan
semua pekerjaan.

SERAH TERIMA FEKERJAAN |

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. . _

b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan FPejabat Penerima Hasil
Pekerjaan. | .

¢. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil
pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan. . _

e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% {seratus perseratus) dari harga SFK dan penyedia
harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SFK. . -

b. PerubahanSPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak
dalam SPK schingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK; _

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan
pelaksanaan pekerjaan, . N

¢. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak atas usul FPK.

15. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; o

2) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesual jadwal
yang dibutuhkan; B

3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; ' B

4) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan
vang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan; _

5) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;




16.

17.

6) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang
sebelumnya dan disebabkan oleh PPK:
7) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Pcrist@wa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan
penyelegaran pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau
memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan,

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjapg dan perhitungan
I-:D_mpf:nsasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata
akibat Peristiwa Kompensasi. -

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

tidak dapat diduga

PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesalan pekerjaan akan melampaui
Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan FPengawas
Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan
Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut
mengubah Masa SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN FEMUTUSAN SFK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan

Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan
prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan
perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjaci
hak milik PPK;

2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;

3) biaya langsung demobilisasi personil.

¢. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Ferdata,pemutusan

SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; |

2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulal pelaksanaan p{:kﬁl]'_iél:m:

3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan
penghentian ini tidak tercantum dalam program mulu serta tanpa persetujuan
Pengawas Fekerjaan;

4) penyedia berada dalam keadaan pailit; .

5) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah
melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak
akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

6) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;

7 PPK?ﬁdak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati sebagaimana tercantum dalam 5SFK;

8) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

9) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau _pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang
berwenang.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) penyedia membayar denda; dan/atau

2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. .

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan,
maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.




| 18. PEMBAYARAN

19.

20.

Z1.

4. pembayaran prestasi hasil pekeriaan ang di i di ' .
bttt pekerj yang disepakati dilakukan' oleh PPK, de

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai la ] I j
: poran kemajuan hasil pekerjaan:
2) pembgyaran dilakukan dengan M/ﬂﬂm}{r fﬁw;;};/mﬂa—mw
S btin] ’

NZan

1) Termml pertama dibayarkan sebesar Rp. 34.200.000,00 (Tiga puluh empat juta dua
ratus ribu rupiah) setelah PENYEDIA menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
Januari, Februari dan Maret 2024, yang dinyatakan dengan Berita Acera
Pemeriksaan/Penyerahan Hasi Pekerjaan _

i1) Tcrmin_ Kedua dibayarkan sebesar Rp. 34.200.000,00 (Tiga puluh empat juta dua
ratus ribu rupiah) setelah PENYEDIA menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
bulan April, Mei, dan Juni 2024, vyang dinyatakan dengan Berita Accra
Pemeriksaan/Penyerahan Hasil Pekerjaan

1) Termin Ketiga dibayarkan Rp. 34.200.000,00 (Tiga puluh empat juta dua ratus ribu
rupiah) setelah PENYEDIA menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan bulan Juli,
Agustus  dan September 2024, yang dinyatakan df:'ngan Berita Acera
Pemeriksaan/Penyerahan Hasil Pekerjaan

iv) Termin Keempat cibayarkan Rp. 34.200.000,00 (Tiga puluh empat juta dua ratus
ribu rupiah) setelah PENYEDIA menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan bulan
Oktober, November dan Desember 2024, yang dinyatakan dengan Berita Acara
Pemeriksaan/Penyerahan Hasil Pekerjaan dan untuk Pekerjaan Bulan Desember
2024 dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan Progres sebesar 1 (satu) bulan
pekerjaan (Desember 2024) vaitu sebesar Rp.11.400.000,- (Sebelas Juta Empat Ratus
Ribu Rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank BPD DIY.

3) Jaminan progress sebagaimana dimaksud pada poin 21.a.2).iv) akan kembalj kepads
Penyedia setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) atau telah melaksanakar
pekerjaan selama 12 bulan (mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 20221
dan PPK telah menerima penyerahan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita
Acara penyerahan pekerjaan.

4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak; ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus:
dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan

untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan,

DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akiba-
wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK
mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secars
damai semua perselisihan vyang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat
disclesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan
negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima
komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini,
Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar
terhadap SPK ini.
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JI. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp, (0274) 540625, 515865, 562682
EMAIL: perinkopukm@jogjakota go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www jogjakota.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor :05/PPK/SPMK/Keamanan Griyall/2024

Paket Pekerjaan Belanja Jasa Keamanan Griya UMKM Dinas Perindustrian,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - Drs. TRI KARYADI RIYANTO, S.H, M.Si

NIP 19670119 199203 1 005

Jabatan . Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta
Alamat :  Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta, JI.

Kenari No. 56 Yogyakarta
Selanjutnya disebut sebagai “Pejabat Pembuat Komitmen";

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 04/PPK/SPK/Keamanan Griya/l/2024 tanggal 02
Januari 2024, bersama ini memerintahkan -

Nama . Dra. SARYANTI, M.Si.
Jabatan - Direktur PT. PRIMA KARYA MANDIR| SECURITY
Alamat :JI. Madukismo Padckan Lor Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Selanjutnya disebut “Penyedia”,

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut :

1. Macam pekerjaan . Keamanan Griyva UMKM Dinas Perindustrian Koperasi
UKM Kegiatan Penyediaan Jasa FPelayanan Umum Kantor

2. Nilai Kontrak . Rp 136.800.000.- (Seratus tiga puiuh enam juta delapan
ratus ribu rupiah).

3. Tanggalmulaikerja : 02 Januari 2024

4.  Syarat-syarat :  Sesuai persyaratan dan ketentuan dalam Surat Perintah

pekerjaan Kerja (SPK)

9. Waktu penyelesaian : selama 12 (Dua Belas) bulan dan pekerjaan harus sudah
selesai pada tanggal 31 Desember 2024

6. Hasil Pekerjaan :  Keamanan Griya UMKM Dinas Perindustrian Koperasi
UKM

7.  Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan /

penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan
Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu)
dari Nilai SPK atau bagian tertentu dari Nilai SPK

sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
SPK.

Yogyakarta, 02 Januari 2024"
Menerima dan menyetujui

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Penyedia Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha
PT. PRIMA KARYA MANDIRI SECURITY Kecil Menengah

Pengguna Anggaran /
2laku Pejabat Pembuat Komitmen

M.Si.

AR Y ANTI, M.Si ngm TRI KARYADI RI'%A
Direktur NIP: 19670119 199203 1 005



